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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika inflasi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran Papua Barat Daya pada periode 2010–2019. Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat inflasi dan kemiskinan tertinggi di Indonesia, sehingga menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif melalui tabulasi data inflasi dan kemiskinan, serta perbandingan antarwilayah dengan Provinsi Papua dan rata-rata nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Papua Barat secara konsisten berada pada kategori inflasi dan kemiskinan di atas rata-rata nasional. Tingginya inflasi berpotensi memperburuk daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan memperdalam kemiskinan. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pengendalian inflasi yang sensitif terhadap kondisi wilayah dengan kemiskinan struktural tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan ekonometrika untuk mengukur besarnya pengaruh inflasi terhadap kemiskinan secara empiris.
Kata kunci: Inflasi, Kemiskinan, Papua Barat, Daya Beli, Pembangunan Regional

Abstract
This study aims to analyze the relationship between inflation and poverty levels in West Papua Province prior to the establishment of Southwest Papua, covering the period 2010–2019. West Papua is one of the provinces in Indonesia with persistently high inflation and poverty rates, making it a relevant case for regional economic analysis. This research employs a descriptive quantitative approach using secondary data on inflation and poverty obtained from Statistics Indonesia (BPS) and Bank Indonesia. The analysis is conducted through data tabulation and comparative assessment between West Papua, Papua Province, and the national average. The results indicate that West Papua consistently experienced inflation and poverty levels above the national average during the study period. High inflation potentially exacerbated poverty by reducing the purchasing power of low-income households, particularly in regions with structural economic constraints. These findings highlight the importance of inflation control policies that are sensitive to regional disparities and integrated with poverty reduction strategies. Future studies are recommended to apply econometric methods to quantify the magnitude of inflation’s impact on poverty more precisely.
Keywords: Inflation, Poverty, West Papua, Purchasing Power, Regional Development	



PENDAHULUAN
Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana inflasi memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.  Inflasi dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga beras, minyak, dan bahan makanan lainnya sangat berdampak pada daya beli masyarakat sehingga sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan selanjutnya kemampuan untuk memnuhi kebutuhan lainnya menjadi rendah. Ketika harga barang pokok naik, daya beli mereka menurun drastis, yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2022).  
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat heterogenitas wilayah yang tinggi, dinamika inflasi tidak terjadi secara merata. Perbedaan kondisi geografis, tingkat pembangunan infrastruktur, serta keterhubungan antarwilayah menyebabkan variasi tekanan harga yang cukup tajam antarprovinsi. Wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat, secara konsisten mencatat tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Tingginya biaya logistik, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, serta terbatasnya kapasitas produksi lokal menjadi faktor utama yang mendorong tingginya harga barang dan jasa di wilayah tersebut.
Inflasi dan kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Indonesia secara umum.  Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, namun saat ini dengan adanya kebijakan Tol Laut, inflasi menjadi lebih terkendali.  Walaupun demikian, kedua provinsi ini dapat menjadi contoh konkret bagaimana inflasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian inflasi dan kemiskinan masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel tabel berikut ini.
[bookmark: _Toc213426851][bookmark: _Hlk221002901]Tabel 1.  Persentase  Perkembangan Harga di Indonesia pada Provinsi Papua, Papua Barat dan Indonesia Tahun 2018-2019
	No
	Provinsi
	2018
	2019

	1
	Papua
	6,83
	1,03

	2
	Papua Barat
	5,21
	1,93

	3
	Indonesia
	3,13
	2,72


[bookmark: _Hlk194156453][bookmark: _Toc213426852]                  Sumber: BI dan Badan Pusat Statistik Indonesia
Berdasarkan Tabel 1, inflasi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2018 tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, masing-masing sebesar 6,83 persen dan 5,21 persen, sementara inflasi Indonesia hanya sebesar 3,13 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan harga yang lebih besar di wilayah timur Indonesia akibat faktor struktural seperti tingginya biaya distribusi, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Pada tahun 2019, inflasi di ketiga wilayah mengalami penurunan signifikan, dengan Papua sebesar 1,03 persen, Papua Barat 1,93 persen, dan nasional 2,72 persen, yang mengindikasikan membaiknya stabilitas harga. Namun demikian, penurunan inflasi di Papua dan Papua Barat tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena rendahnya inflasi di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi juga dapat mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dinamika inflasi di Papua dan Papua Barat tetap perlu dicermati secara kritis karena memiliki implikasi yang lebih besar terhadap kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Tabel 2.  Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia khususnya Papua, Papua Barat dan Indonesia Tahun 2018-2019
	No
	Provinsi
	2018
	2019

	1
	Papua
	28,74 
	27,53

	2
	Papua Barat
	23,01
	22,17

	3
	Indonesia
	9,82
	9,41


[bookmark: _Hlk192708368]           Sumber:BPS Papua Barat
Tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat pada periode 2018-2019 tetap menjadi perhatian utama. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun 2018 ke 2019, kedua provinsi ini masih mencatat angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural yang mendalam, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang memadai. Faktor-faktor ini secara signifikan membatasi kesempatan ekonomi bagi masyarakat, sehingga mempertahankan mereka dalam lingkaran kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif memerlukan intervensi yang komprehensif, yang mencakup peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Mengendalikan inflasi akan meningkatkan kesejahteraan melalui kemampuan daya beli yang lebih besar.  Sejauh mana Inflasi dan Tingkat Kemiskinan di Papua Barat sebelum pemekaran Papua Barat Daya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder inflasi dan tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Indonesia selama periode 2010–2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.
Analisis dilakukan melalui tabulasi, perbandingan antarwilayah, serta pengelompokan provinsi berdasarkan kategori inflasi dan tingkat kemiskinan relatif terhadap rata-rata nasional. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan kausal, melainkan menggambarkan pola dan karakteristik inflasi serta kemiskinan di Papua Barat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Inflasi Papua Barat diantara Propinsi Lain di Indonesia
Inflasi merupakan keadaan dimana terjadinya kenaikan harga pada suatu barang dan jasa  yang tejadi secara terus menerus dan dalam  periode tertentu.  Dikatakan  inflasi menurunkan daya beli artinya dengan sejumlah uang yang sama karena adanya kenaikan harga makan jumlah barang yang diperoleh menjadi lebih sedikit dari sebelumnya.  Inflasi tidak terjadi pada satu atau dua barang saja ,tetapi mencakup seluruh atau Sebagian besar barang dan jasa dalam perekonmian, seperti makanan,transportasi,perumahan dan lainnya.  Berikut adalah Inflasi di Papua Barat 2010-2019 diantara propinsi lain dan nasional.
Tabel 3.  Inflasi Papua Barat dan Provinsi serta Nasional Pada Tahun 2010-2019
	No
	Provinsi
	Kriteria
	Kategori

	1
	DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Lampung, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Jawa Timur
	<5%
	Inflasi di bawah rata-rata

	2
	Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Tengah, Bengkulu, NTB Gorontalo, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Maluku
	Sekitar 5%
	Inflasi rata-rata nasional

	3
	Papua,  Papua Barat (Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, NTT
	>5,5%
	Inflasi di atas rata-rata


  Sumber: Data Olahan, 2025  
Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata inflasi di Indonesia selama periode 2010–2019 menunjukkan variasi antarprovinsi, di mana Papua Barat mencatat tingkat inflasi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan tekanan harga antar wilayah, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat secara tidak merata. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurita Melinda Febriany yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, artinya peningkatan inflasi cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, rata-rata inflasi yang tinggi di beberapa wilayah dapat menjadi indikasi potensi meningkatnya beban ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah.
Fenomena ini juga  penting diperhatikan karena Papua dan Papua Barat tidak hanya menghadapi inflasi yang tinggi, tetapi juga tingkat kemiskinan yang paling parah di Indonesia. Rata-rata kemiskinan di Papua mencapai 26,73%, sementara Papua Barat bahkan lebih tinggi, yaitu 29,84% Angka tersebut lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional (11,14%). Dengan demikian, masyarakat di dua provinsi ini menghadapi beban ganda: harga barang-barang pokok meningkat lebih cepat dibanding wilayah lain, sementara daya beli mereka sudah sangat rendah akibat tingginya kemiskinan. 
Kasus Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa inflasi tinggi di daerah dengan tingkat kemiskinan kronis memperburuk kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Ketika harga barang-barang meningkat sementara akses ekonomi dan infrastruktur terbatas, beban hidup masyarakat miskin semakin berat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi di daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi menjadi kunci penting, agar tidak memperdalam jurang kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Secara geografis, Papua Barat memiliki tantangan besar dalam hal konektivitas dan distribusi. Biaya transportasi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur jalan, serta ketergantungan pada jalur laut menyebabkan harga barang kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dibandingkan wilayah barat Indonesia. Meskipun kebijakan Tol Laut telah berkontribusi dalam menurunkan disparitas harga, dampaknya belum sepenuhnya mampu menekan inflasi secara signifikan dalam jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Papua Barat tidak hanya bersifat moneter, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan spasial.
Jika ditinjau dari perspektif teori inflasi strukturalis, kondisi Papua Barat mencerminkan adanya ketidakelastisan pasokan, khususnya untuk bahan pangan dan barang konsumsi utama. Produksi lokal yang terbatas menyebabkan setiap gangguan pasokan atau peningkatan permintaan langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga. Dengan demikian, inflasi di Papua Barat cenderung bersifat persisten dan lebih sulit dikendalikan dibandingkan wilayah dengan basis produksi yang lebih kuat.



Pola dan Karakteristik Kemiskinan di Papua Barat
Tingkat kemiskinan Papua Barat selama periode penelitian menunjukkan pola yang relatif stagnan pada level yang tinggi. Rata-rata tingkat kemiskinan yang mendekati 30 persen menegaskan bahwa permasalahan kemiskinan di wilayah ini bersifat kronis dan struktural. Dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di kisaran 11 persen, kesenjangan ini mencerminkan ketidakmerataan hasil pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Kemiskinan di Papua Barat tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan, di mana rendahnya kualitas sumber daya manusia membatasi kesempatan kerja dan produktivitas, yang pada akhirnya mempertahankan tingkat pendapatan masyarakat pada level rendah. Dalam konteks ini, kemiskinan di Papua Barat lebih tepat dipahami sebagai kemiskinan multidimensional.
Selain itu, struktur mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh sektor informal dan subsisten menjadikan rumah tangga miskin sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk inflasi. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, rumah tangga miskin memiliki ruang penyesuaian yang sangat terbatas karena sebagian besar pendapatan mereka telah dialokasikan untuk konsumsi dasar.
Inflasi
Rowntree teori kemiskinan absolut Adam Smith, menyatakan bahwa seseorang dikatakan miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian.  Inflasi menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga mereka yang sebelumnya bisa memenuhi kebutuhan dasar menjadi tidak mampu – ini mendukung kemiskinan absolut. Selain teori kemiskinan absolut, terdapat pula teori kemiskinan relatif yang dikemukakan oleh Peter Townsend. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dikategorikan miskin apabila taraf hidupnya jauh di bawah standar rata-rata masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga dari keterbatasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara layak. Dalam konteks inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak hanya mengurangi daya beli masyarakat miskin, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial karena kelompok berpendapatan rendah semakin tertinggal dibanding kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya memperkuat kemiskinan absolut, tetapi juga memperdalam kemiskinan relatif di masyarakat.
Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2010–2019 menunjukkan ketimpangan antarprovinsi yang cukup besar. Provinsi-provinsi di wilayah timur, seperti Papua dan Papua Barat, memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi di wilayah barat Indonesia. Rata-rata kemiskinan nasional tercatat sebesar 11,14 persen, sedangkan Papua Barat mencapai hampir 30 persen. 
Tabel 4.  Kemiskinan Papua Barat diantara Propinsi se Indonesia Tahun  2010-2019
	No
	Provinsi
	Kriteria
	Kategori

	1
	Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Banten Lampung
	< 10%
	Kemiskinan di bawah rata-rata

	2
	Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu
	10%-15%
	Kemiskinan rata-rata nasional

	3
	Papua , Papua Barat NTT, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTB  
	>15%
	Kemiskinan di atas rata-rata


Sumber: Data Olahan, 2025
Wilayah yang menunjukkan tingkat kemiskinan tinggi umumnya berada di kawasan timur Indonesia. Papua Barat menempati posisi tertinggi dengan angka hampir 30 persen, diikuti Papua dengan sekitar 27 persen. Selain itu, provinsi seperti NTT, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTB, dan Sulawesi Selatan juga termasuk kelompok dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Pola ini mengindikasikan bahwa kawasan timur dan beberapa wilayah luar Jawa masih menghadapi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan. 
Sebaliknya, provinsi-provinsi di Jawa sebagian besar mencatat angka di bawah rata-rata. Misalnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Bali menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, bahkan beberapa di antaranya hanya berkisar 3–6 persen. Provinsi-provinsi di Kalimantan juga cenderung berada pada kategori rendah, dengan angka sekitar 5–8 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, di mana daerah dengan akses infrastruktur, pusat ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. 
Jika ditarik garis besar, terlihat kontras antara kawasan barat dan timur Indonesia. Papua dan Papua Barat menegaskan jurang kesenjangan karena tingkat kemiskinannya lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional. Sementara itu, provinsi-provinsi maju di Jawa dan Kalimantan berhasil menekan angka kemiskinan jauh di bawah angka nasional.
Keterkaitan Inflasi dan Kemiskinan
Hubungan antara inflasi dan kemiskinan di Papua Barat dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme ekonomi. Pertama, dari perspektif kemiskinan absolut, inflasi meningkatkan harga kebutuhan dasar sehingga mendorong peningkatan jumlah penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan berpotensi terdorong masuk ke dalam kategori miskin ketika inflasi meningkat.
Kedua, dari sudut pandang kemiskinan relatif, inflasi cenderung memperlebar kesenjangan sosial. Kelompok berpendapatan menengah dan tinggi umumnya memiliki aset, tabungan, atau sumber pendapatan yang relatif lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga. Sebaliknya, kelompok miskin tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai, sehingga dampak inflasi dirasakan lebih berat. Akibatnya, standar hidup relatif masyarakat miskin semakin tertinggal dibandingkan kelompok lain.
Ketiga, inflasi juga berdampak tidak langsung terhadap kemiskinan melalui penurunan kualitas konsumsi. Rumah tangga miskin cenderung melakukan penyesuaian dengan mengurangi kuantitas maupun kualitas pangan, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Dampak ini memperkuat sifat kemiskinan yang bersifat antar-generasi.
Temuan deskriptif dalam penelitian ini sejalan dengan berbagai studi empiris sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan positif antara inflasi dan kemiskinan di Indonesia. Inflasi yang tinggi, terutama yang dipicu oleh kenaikan harga pangan dan energi, terbukti memiliki efek regresif karena dampaknya lebih besar dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks Papua Barat, efek ini menjadi lebih kuat karena keterbatasan alternatif konsumsi dan rendahnya daya beli awal masyarakat.
Implikasi Kebijakan
Hasil pembahasan ini mengindikasikan bahwa pengendalian inflasi di Papua Barat perlu dirancang secara kontekstual dan terintegrasi dengan kebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan moneter nasional saja tidak cukup untuk menekan inflasi di wilayah dengan karakteristik struktural seperti Papua Barat. Diperlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada penguatan produksi lokal, peningkatan konektivitas wilayah, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Selain itu, program perlindungan sosial perlu dirancang agar lebih responsif terhadap tekanan inflasi, khususnya bagi rumah tangga miskin dan rentan. Subsidi pangan, bantuan sosial adaptif, serta penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas dapat menjadi instrumen penting untuk meredam dampak inflasi terhadap kemiskinan. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya berkontribusi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan 
Inflasi di Propinsi Papua Barat diantara propinsi-propinsi lain di Indonesia merupakan kategori tinggi bersama Papua,  Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.  Tingkat Kemiskinan di Propinsi Papua Barat juga masih tinggi bersama dengan Propinsi Papua , Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat.  
Penelitian ini masih menggunakan tabulasi dan bersifat deskriptif. Karena itu masih perlu diteliti besar pengaruh inflasi terhadap kemiskinan dengan data yang sama, menggunakan metode ekonometrika, seperti regresi data panel atau time series, guna mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Dari sisi kebijakan, diperlukan strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Barat.
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